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GUERERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 15
Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus
Fisik Tahun Anggaran 2023 menyatakan bahwa Pengelolaan
setiap tematik/bidang/subbidang DAK Fisik dilaksanakan
sesuai dengan petunjuk teknis DAK Fisik;

. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan, pengeluaran
untuk mendanai keperluan mendesak diantaranya adalah
pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat
peraturan perundang-undangan;
bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan Pergeseran
anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu,
pergeseran antar objek dalam jenis yang sama melalui
persetujuan Sekretaris Daerah, pergeseran antar rincian
objek dalam objek yang sama melalui persetujuan PPKD,
pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang
sama melalui persetujuan PPKD, perubahan atau pergeseran
atas uraian dari sub rincian objek melalui persetujuan
Pengguna Anggaran;

. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalamd.
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan, penganggaran
atas akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap (inkracht) dan sudah tidak ada
upaya hukum lainnya harus dianggarkan kembali pada
akun belanja dalam APBD tahun anggaran berikutnya
sesuai kode rekekning belanja berkenaan dan dianggarkan
pada dianggarkan pada SKPD berkenaan;
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bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023 dinyatakan dalam hal
Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA. 2023 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK
ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi
resmi mengenai alokasi DAK TA. 2023 melalui Portal
Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang
APBD TA. 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus
menganggarkan DAK dimaksud dengan melakukan
perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA. 2023 dan
diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA. 2023
atau ditampung dalam KRA bagi Pemerintah Daerah yang
tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD
TA. 2023;
bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 204/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi
Khusus NonFisik menyatakan bahwa Berdasarkan petunjuk
teknis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah menyusun
rencana penggunaan DAK Nonfisik untuk Dana BOK Dinas
dan DAK Nonfisik jenis lainnya;

f.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, hurufc, huruf d, hurufe dan huruf f
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023;

g.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6808);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2021 Nomor 63);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972 );

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2023
Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

1.

PasalI
Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan
Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 53)
diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IJ dan
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.
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2. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran
I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Riau Nomor 53
Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada _tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR
Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal
SEKRETARIS DANRAH PROVINSI RIAU,

S.¥/. /AARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR :

20 Sesuai Dengan Aslinya
a Bt la Biro Huku

SETDA
LLY/WARDHANI. SH. MH

zina Utama Muda
650823 199203 2 003
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